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PERATURAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR

NOMOR : O1 TAHUN 2015

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

: 3. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 315 ayat (5) Undang-

11.

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
bersama Bupati Rokan Hilir telah menyempurnakan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatar dan Belanja
Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Keputusan
Gubernur Riau Nomor : Kpts. 24/!I1/2015 tanggal 06 Februari
2015 tentang hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Rokan Hilir tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati
Rokan Hilir tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015:

bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran
2015 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2015,

Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuanta Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34
Tahun 2008 tentang perubahan ketiga Atas Undang-undang
Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4880):

2.Undang-undang. ...
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2, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 12
Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994
Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569),

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3688),

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851):

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),

7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4389 ),

8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400):

9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasjonal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421):

10.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438 ):

11. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049),

12.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587),

13.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028),

14.Peraturan Pemerintah. ...



3

14.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138),

15.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139),

16.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502):

17.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503),

18,Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4574),

19.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575):

20.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576),

21.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577):

22.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578),

23.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585),

24.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Republik Indonesia Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593),

25.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614),

26.Peraturan Pemerintah Nomor 03 tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban kepala Daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693):

27 Peraturan Pemerintah. ...
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27.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
urusan pemerintahan antara pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737):

28.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049):

29.Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Tambahan
Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil,

30.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan/Jasa Pemerintah sebagaimana telah di ubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172
Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah:

31.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri dalam
Negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310),

32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang
Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,

33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:

34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32):

35.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015,

36.Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rokan Hilir,

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR

Menetapkan

dan

BUPATI ROKAN HILIR

MEMUTUSKAN:
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1. ...
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Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:

1. Pendapatan Rp. 2.370.711.364.726

2. Belanja Rp. 2.738,620.327.567 (|

Surplus/ (Defisit) Rp. (367.908.962.841)1
3. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan Rp. 500.000.000.000

b. Pengeluaran Rp. 26.718.760.000

Pembiayaan Netto Rp. 473.281.240.000

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 105.372.277.159

Pasal 2

(1). Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 143.632.951.726
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 2.035.579.294.000

1

c. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 191.499.119.000

(2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis pendapatan:
a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 26.142.000.000
b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 6.854.000.000
c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah

Rp. 10.050.000.000
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlahRp. 100.586.951.726

(3). Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pendapatan:
a. Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah

Rp. 1.650.597.539.000
b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 320.515.985.000
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 64.465.770.000

(4). Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurufc terdiri dari jenis pendapatan:
a. Hibah sejumlah Rp. 0
b. Dana darurat sejumlah Rp. 0
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Sejumlah

Rp. 64.175.000.000
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlahRp. 104.371.447.000
e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

Rp. 0
f. Bantuan Keuangan dari pemerintah sejumlah Rp. 22.952.672.000

Pasal 3

(1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 833.065.499.795
b. Belanja Lansung sejumlah Rp. 1.905.554.827.772

1

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 603.157.345.895
b. Belanja Bunga sejumlah Rp. 0
Cc. Belanja subsidi sejumlah Rp. 0

d.Belanja Hibah. ...
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d. Belanja Hibah sejumlah Rp. 52.030.000.000
e. Belanja Bantuan sosial sejumlah Rp. 8.500.000.000
f. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. 0
g. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 167.378.153.900
h. Belanja Tidak terduga Rp. 2.000.000.000

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 244.205.364.020
b. Belanja Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 664.379.883.392
c. Belanja Modal sejumlah Rp. 996.969.580.360

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal1 terdiri dari:
a. Penerimaan sejumlah Rp. 500.000.000.000
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 26.718.760.000

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
Pembiayaan :

a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Berkenaan
(SILPA) sejumlah Rp. 105.372.277.159

b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0)

c. Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah
Rp. 0

d. Penerimaan Pinjaman daerah sejumlah Rp. 0
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sjumlahRp. 0
f. Penerimaan piutang daerah Sejumlah Rp. 0

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pembiayaan:
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0
b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah Rp. 26.718.760.000
c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 0
d. Pembayaran pinjaman daerah sejumlah Rp. 0)

1

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

. Lampiran 1 Ringkasan APBD,
2. LampiranI1 Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan

Organisasi SKPD,
3. LampiranIII Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan,
4, LampiranIV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan:
5.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan

keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara,

. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan:
. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah,
. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi)Daerah,
. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset tetap

Daerah:
10.Lampiran X....

1

V

6.
7.
8.
9.



7

10.Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-
lain,

11l.Lampiran XI “Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang
Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun
Anggaran ini,

12.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah,dan
13.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

X

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinnya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatan dalam lembaran daerah.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 19 Maret 2015

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Rokan Hilir
Nomor O1 Tahun 2015 Tanggal 19 Maret 2015

BUPAT,

KABUPATEN ROKAN HILIR

SETD
rs. H.8 M.

ama Mu
1110 198503 1011

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2015 NOMOR 01


